Bandara Pohuwato Terus Dikebut, Pemda Minta Diselesaikan Tepat
Waktu Sesuai Target

———
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https://gorontalopost.id/2023/04/05/bandara-pohuwato-terus-dikebut-pemda-minta-diselsaikan-tepat-waktu-sesuai-target/

Gorontalopost.id — Bandara Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, merupakan
satu dari enam bandara yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk di bangun. Di
Sulawesi, selain bandara pohuwato, juga terdpat Bandara Bolaang Mongondow, di Lolak,
Sulawesi Utara.

Terkait dengan realisasi pekerjaan, baru-baru ini, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa
melakukan pengecekan. Hasilnya, pekerjaan bandara terus dikebut.

“Ya, kita ingin semua pekerjaan bandara ini dapat selesai sesuai dengan target dan
pencapaiannya, karena bandara ini ada di daerah kita tentu tak salah juga memantau progres
pekerjaannya?” ujar Suharsi.

Kata dia, bandara Pohuwato merupakan proyek strategis nasional, dan memiliki target
pekerjaan. la berharap proyek bandara tidak mandek, dan mampu diselesaikan sesuai terget.
Untuk itu kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus mendorong komitmen
pelaksana proyek untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu agar dapat segera
dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, pekerjaan berjalan dengan baik, yang diharapkan pekerjaan ini bisa tepat
waktu dan tepat sasaran dan harus juga sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkas Wakil
Bupati (Wabup) Suharsi.
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Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
A. Pasal 1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi,

bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.

B. Pasal 4:

1)

ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan.
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2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan
APDB, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

¢) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD;

C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.
D. Pasal 89:

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a) kondisi ekonomi makro daerah;

b) asumsi penyusunan APBD;

c) kebijakan Pendapatan Daerah;

d) kebijakan Belanja Daerah;

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

f) strategi pencapaian.

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan:

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana
kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-
masing Program dan Kegiatan.

E. Pasal 90:

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD;
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2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah
dalam menyusun RKA SKPD;

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling
lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah,
untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pada:
A. Pasal 1:

1) angka 9 menyatakan bahwa Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan
Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan
atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara;

2) angka 16 menyatakan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk
digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran;

3) angka 22 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi
keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara,
penumpang, Kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;

4) angka 24 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra
dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
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5)

6)

7)

8)

9)

angka 26 menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah
daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk
kegiatan operasi Penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

angka 27 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau
koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum;
angka 28 menyatakan bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang
memberikan jasa pelayanan Kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum
diusahakan secara komersial;

angka 30 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, Pesawat Udara,
Bandar Udara, Angkutan Udara, Navigasi Penerbangan, serta fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya;

angka 31 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan
yangmemberikan pelindungan kepada Penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui

keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur;

10) angka 34 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

B. Pasal 2 menyatakan bahwa Pembangunan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan standar

yang ditetapkan oleh Menteri yang mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

C. Pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan Bandar Udara yang diprakarsai oleh Pemerintah

Pusat, anggaran pembangunan Bandar Udara ditetapkan sesuai dengan rnekanisme anggaran

pendapatan dan belanja negara.

D. Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam Pembangunan Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan:

a.

melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan rencana induk Bandar
Udara;

bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan
Bandar Udara yang bersangkutan;

menaati peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Keamanan
Penerbangan serta pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar Udara;
melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3
(tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, danf atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya; dan
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f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya
pembangunan Bandar Udara.
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